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ABSTRAK 
 

Narkotika merupakan momok menakutkan untuk semua lapisan, yang 
dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh 
organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan 
generasi muda yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara. Sebagaimana kasus narkotika yang ada di wilayah Yogyakarta pada Tahun 
2012-2013 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Narkotika dalam 
lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh penyidik Kepolisian atau penyidik 
BNN. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, 
pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan 
yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
dan peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan 
barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman. 

Penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan 
narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan apa 
faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika 
di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013. Hal tersebut perlu mengingat proses 
pemusnahan barang sitaan narkotika berpotensi terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga 
dikhawatirkan kehilangan dan kerusakan barang sitaan narkotika tersebut bisa beredar 
lagi di kalangan masyarakat. 

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 
(field research) berupa wawancara dan diperkuat dengan data-data berupa dokumen 
yang ada ditempat penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena skripsi ini 
menganalisis data-data mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika. 

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pemusnahan barang sitaan narkotika di 
wilayah Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009, karena pemusnahan barang sitaan dilaksanakan tidak sesuai 
dengan waktu yang ditentukan melainkan pelaksanan pemusnahan dilakukan sesuai 
dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika. Sedangkan faktor penghambat 
dilakukannya pemusnahan barang sitaan narkotika lebih banyak dibanding faktor 
pendukung dilakukannya pemusnahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang 

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi 

canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak 

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang 

sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang narkotika.1  

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 digunakan sebagai 

pengganti dan penyempurna dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi 

yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana 

narkotika.  

                                                           
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Narkotika hampir sama dengan psikotropika, apalagi jika dilihat 

dari pengertian dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa 

bentuknya berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. 

Perbedaannya adalah pada narkotika disebutkan ada yang berasal dari 

tanaman sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan 

demikian. 

Selain mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh konsumen 

yang tidak sah narkotika seperti pecandu maupun pengedarnya, undang-

undang tentang narkotika juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan 

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.2 

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur di luar 

hukum pidana umum. Contohnya saja penyidikan kasus narkotika dapat 

dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).  

Narkotika dalam lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh 

penyidik BNN atau penyidik kepolisian. Penyitaan tersebut mempunyai 

kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan. 

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang 

diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung 

                                                           
2 Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 



3 
 

narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh Penyidik.3 

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan barang sitaan 

narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman. 

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada 

penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan 

dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian 

Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur 

pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak 

lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.4 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan 

yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk 

dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk 

dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain 

adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak 

                                                           
3 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, 

www.hukumonline.com,  akses 28 Agustus 2013. 

4 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, 
http://www.hukumonline.com/,  akses 28 Agustus 2013. 
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serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang 

yang masuk dalam kelompok pornografi.5 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika Pasal 91 dan 92 mengatur tentang pemusnahan 

narkotika yang salah satu penyebabnya berhubungan dengan tindak 

pidana. Sedangkan untuk pemusnahan psikotropika yang berkaitan dengan 

tindak pidana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika.6 Menurut ketentuan dalam kedua undang-

undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan 

psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan 

oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan 

dibuat Berita Acara Pemusnahan. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu 

untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan 

yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemusnahan barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang 

sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam 

                                                           
5 Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. 

6 Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 
53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 
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pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat 

terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat. 

Sejauh ini pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah 

Yogyakarta dilakukan oleh Penyidik Polda DIY dan Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta, sedangkan barang sitaan yang ada di BNNP Yogyakarta 

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta.7 Berikut data yang 

diperoleh dalam pemusnahan Narkotika diwilayah Yogyakarta pada Tahun 

2012-2013.8 

DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2012 

Hr/Tg/Bln/Thn Nama Jenis Sifat Jumlah Tempat 
Pemusnahan 

Kamis-22-03-
2012 

Ganja Tanaman 
  1.550 gr Polda DIY 

Kamis-29-11-
2012 

Heroin 
Bahan 
Kimia   

1.173,5 gr 
Polda DIY 

Kamis-29-11-
2012 

Shabu 
Bahan 
Kimia   

212,7 gr 
Polda DIY 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 wawancara dengan Bapak Sumargiyono anggota BNNP DIY pada tanggal 3 

Oktober 2013. 
 
8 BAP Polda DIY 
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Berikut data yang diperoleh dalam pemusnahan Narkotika di 

wilayah Yogyakarta pada Tahun 2013. 

DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
YOGYAKARTA TAHUN 2013 

Hr/Tg/Bln/Thn Nama Jenis Sifat Jumlah 
Tempat  

Pemusnahan 

Kamis-10-01-
2013 

Shabu 
Bahan 
Kimia 

  1.031 gr Polda DIY 

 

Sedangkan kasus Narkotika di wilayah Yogyakarta pada tahun 

2013 meningkat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data di 

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda DIY, yaitu:.9  

Data Kasus Narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 

Tahun 2012 Tahun 2013  

Shabu   : 62 kasus  Shabu  : 103 kasus 

Ganja   : 124 kasus  Ganja  : 93 kasus 

Ekstasi : 6 kasus  Ekstasi: 2 kasus 

Putau    : 6 kasus Putau   : 3 kasus 

 

 

 

                                                           
9 http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/22/184235. 
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Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti 

proses pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Narkotika di 

wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 ditinjau dari Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang 

Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan Bahan Kimia lainnya Secara 

Aman? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan 

barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan tujuan dan 

kegunaan penelitian, yaitu: 

1. Tujuan 

a. Mengetahui yang berwenang melakukan pemusnahan barang sitaan 

narkotika di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013. 

b. Mengetahui kesesuaian proses pemusnahan barang sitaan narkotika 

di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013 dengan Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala 
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BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan 

Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia 

Lainnya Secara Aman. 

2. Kegunaan  

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran secara luas tentang narkotika terutama 

mengenai proses pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah 

Yogyakarta tahun 2012-2013. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam penegakan hukum, khususnya dilingkungan masyarakat, 

diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai proses 

pemusnahan barang sitaan narkotika. 

 

D. Telaah Pustaka 

  Dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan telaah pustaka oleh 

penyusun dan menghasilkan data beberapa mahasiswa yang sebelumnya 

menyusun dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan 

penyusun buat. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikat dari hasil 

karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara 

masing-masing judul dan masalah apa yang dibahas, sejauh pengamatan 

penulis sampai disusunnya penelitian ini belum ada penyusun yang 

memfokuskan penelitian pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah 

Yogyakarta tahun 2012-2013. 
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  Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa 

penelitian yang berhubungan dengan pemusnahan barang sitaan nrkotika, 

antara lain: 

  Skripsi Mokhamad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi 

(BNP) dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003” mengulas 

mengenai apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya badan 

narkotika propinsi dalam penanggulangan narkoba di Yogyakarta pada 

tahun 2001-2003.10 Adapun skripsi ini membahas tentang bagaimana 

proses pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta. 

  Skripsi Khaerul Syakir yang berjudul, “Pemusnahan Barang Bukti 

Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri 

Purwokerto Terhadap Putusan Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt)” 

mengulas tentang alasan jaksa Penuntut Umum dalam pemusnahan barang 

bukti narkotika dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi saat 

Penuntut Umum melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam 

Putusan Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.11 

  Skripsi Sri Rahayu yang berjudul, “Tinjauan Yuridis terhadap 

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan 

Negeri Mamuju” membahas tinjauan yuridis pemusnahan barang bukti 

                                                           
10 Mokhamad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) dalam 

Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”, skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

 
11 Khaerul Syakir, “Pemusnahan barang bukti narkotika oleh Jaksa Penuntut 

Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto terhadap Putusan Perkara No: 
11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt)”, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Hukum  Universitas Jenderal 
Soedirman, 2012  
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yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju.12 Adapun skripsi 

ini membahas tentang pemusnahan barang sitaan narkotika yang ada di 

wilayah Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Melihat dari pentingnya pemusnahan barang sitaan narkotika, 

maka mengetahui prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika agar lebih 

sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Undang-undang. Teori-teori 

dibawah ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada. 

Tri Jata Ayu Pramesti menerangkan bahwa pemusnahan dalam 

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010  

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, 

yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala 

Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh 

pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut 

tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu 

pejabat atau anggota masyarakat setempat.13 

Menurut Tri, barang sitaan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BNN 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan 

                                                           
12 Sri Rahayu, “Tinjauan Yuridis terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika 

di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju”, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanudin, 2012 

13 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, 
http://www.hukumonline.com/,  akses 28 Agustus 2013. 
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Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan 

Kimia Lainnya Secara Aman (Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 

2010)  adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga 

Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.14 

Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba 

Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang 

bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan 

sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan 

dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika.15 

1. Pemusnahan sebelum putusan  

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan 

pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini 

dimungkinkan, karena dalam pasal 71 ayat (1) memerintahkan 

penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 

jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan 

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 

                                                           
14 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, 

http://www.hukumonline.com/,  akses 28 Agustus 2013 

15 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), 
hlm. 263 
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Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, 

dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri 

yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan (Pasal 70 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). 

Adapun  cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri 

dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, kementerian 

Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan. Apabila 

dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian 

perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi 

terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat 

dari tempat kejadian perkara bersangkutan. 

2. Pemusnahan sesudah putusan  

Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan 

perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang Narkotika 

tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika 

tersebut dilaksanakan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas 

waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika di sini 

sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini 

adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.16 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

merupakan Undang-undang sebagai pedoman dalam permasalahan 

Narkotika maupun hal yang terkait. Dalam hal ini penulis ingin 

                                                           
16Ibid, hlm. 264. 
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memaparkan pasal-pasal yang bersangkutan ataupun terkait dengan 

judul penelitian skripsi penulis mengenai analisis pemusnahan barang 

sitaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Penyusun akan memaparkan pasal-pasal yang merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh BNN, terkhusus Badan 

Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik hal yang wajib dan 

harus dilaksanakan terkait dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009. BNN memiliki kewenangan yang ditunjuk langsung oleh 

Presiden. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 91 Undang-undang 

Narkotika: 

1.    Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan 

tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari 

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status 

barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk 

kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, 

dan/atau dimusnahkan. 

2.    Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam 

penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk 

dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala 

Kejaksaan Negeri setempat. 
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3.    Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling 

lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan 

tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada 

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala 

Kejaksaan Negeri setempat, ketua Pengadilan Negeri setempat, 

Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

4.    Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 

1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

5.    Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan 

pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan 

Negeri setempat. 

6.    Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang 

sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.17 

Pasal 92 menjelaskan tentang pemusnahan narkotika yaitu: 

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN 

wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu 

paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat 
                                                           

17 Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-
undang  Nomor 35 Tahun 2009. 
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ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat 

disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. 

2. Untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan 

dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. 

3. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang 

sekurang-kurangnya  memuat: 

a. Nama, jenis, sifat dan jumlah 

b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun 

ditemukan dan dilakukan pemusnahan 

c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman 

narkotika 

d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau 

pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan. 

4. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk 

kepentingan pembuktian 

5. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan 
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pengawas Obat dan Makanan untuk kepentigan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

6. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk 

kepentingan pendidikan dan pelatihan.18 

Pasal 60 ayat (1) menjelaskan pemusnahan narkotika dilakukan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam hal huruf d, berkaitan dengan tindak 

pidana. Sedangkan Pasal 62 ayat (1) menjelaskan pemusnahan narkotika 

sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan 

ketentuan  sebagai berikut : 

1. Dalam pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap 

penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat 

yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan. 

2. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan 

dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan di saksikan oleh Pejabat yang 

mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen 

Kesehatan.19 

                                                           
18 Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

19 Pasal 60 ayat (1) dan  pasal 62 ayat (1) Undang-undang  Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika. 
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Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan 

Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, secara lengkap menjelaskan langkah-

langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan 

melakukan karakterisasi limbah untuk mengidentifikasi bahan kimia agar 

tidak membahayakan. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 

7 Tahun 2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan 

saja, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa 

pemusnahan secara aman yang dilakukan penyidik dengan beberapa cara 

seperti yang tertera dalam Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 7 

Tahun 2010 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN 

Nomor 7 Tahun 2010 itu.20 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research), karena data yang diperoleh dari penelitian di Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, Polresta Yogyakarta, Polda 

DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini berupa 

wawancara dan diperkuat dengan data-data berupa dokumen yang ada 

di tempat-tempat penelitian yang disebutkan diatas. 

                                                           
20 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis 

Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya 
Secara Aman. 
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2. Sifat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat pada suatu objek penelitian tertentu.21 Skripsi ini meneliti tentang 

pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun 

2012-2013. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan kualitatif karena menganalisis data yang berkaitan dengan 

pemusnahan barang sitaan pada tindak pidana narkotika. 

4. Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk tanya jawab 

lagsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna 

sebagai alat ukur. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai 

garis-garis pokok wawancara agar lebih terarah dan memperkuat 

validitas data yang sangat dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan 

kepada penegak hukum di BNNP DIY dan Kepolisian untuk 

mengetahui lebih rinci tentang pemusnahan barang sitaan narkotika. 

 

 
                                                           

21http://penelitiannstatistik.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-metodelogi-
penelitian-dan.html, diakses pada tanggal 1 September 2013 pukul 9.34 WIB. 
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b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk menggali data di 

berbagai buku untuk mengetahui secara lebih detail mengenai tindak 

pidana narkotika terutama tentang pemusnahan barang sitaan 

narkotika. 

Terdapat beberapa sumber dokumen yang dipakai yaitu: 

1) Sumber primer 

Sumber dokumen primer merupakan data yang berasal dari 

undang-undang. Dalam skripsi ini menggunakan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan 

Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis 

Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan 

Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.  

2) Sumber sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa 

literatur, seperti buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya 

yang sesuai dengan topik pembahasan. 

3) Sumber tersier 

Sumber tersier merupakan sumber data yang bersifat umum 

yang digunakan untuk memperjelas isi dari skripsi. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 

mempelajari, membandingkan data dan membuat interpretasi yang 
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diperlukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deksriptif berupa data yang diberikan responden secara 

tulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan secara terperinci dalam penulisan skripsi akan 

tertuang dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub bab. 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi. 

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, berisi 

pengertian tindak pidana narkotika, macam-macam narkotika, sanksi 

tindak pidana narkotika,  

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian, berisi Wilayah 

Yogyakarta, pengertian barang sitaan, pengertian pemusnahan, prosedur 

pemusnahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan 

Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 

2010 dan pihak-pihak yang berwenang melakukan pemusnahan di wilayah 

Yogyakarta. 
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Bab IV. Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di wilayah 

Yogyakarta Tahun 2012-2013, berisi pelaksanaan Pemusnahan, analisis 

pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, faktor pendukung dan 

penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika. 

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah 

Yogyakarta Tahun 2011-2013 ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 

tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

merupakan pedoman dalam permasalahan Narkotika maupun hal yang 

terkait. Dalam hal pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu dilakukan 

oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN. Khususnya bagi BNNP 

Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dalam menangani kasus 

narkotika di Provinsi Yogyakarta. BNNP Yogyakarta saat ini tidak 

menangani pemusnahan narkotika, hanya sebatas pencegahan dan 

penanggulangan. Pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah 

Yogyakarta saat ini lebih aktif dilakukan oleh Polda DIY. 

Prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan 

oleh Polda DIY belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan 

pemusnahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh 

Polda DIY tidak bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan 

pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya 

barang sitaan narkotika tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan 

79 
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pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang 

menjelaskan bahwa barang sitaan narkotika yang berada dalam 

penyimpanan atau pengamanan penyidik harus dimusnahkan dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

Sedangkan tata cara pengelolaan barang bukti di Polda DIY 

sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri pasal Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 

2010  dan Permenkes RI No. 28/MENKES/PER/1978 tentang 

Penyimpanan Narkotika tentang Pedoman Teknis Penanganan dan 

Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan 

Kimia Lainnya Secara Aman. Dari membuat berita acara dan 

memanggil pejabat-pejabat yang terkait sebagai pengawas 

pemusnahan, seperti dari kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang 

Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 

Dalam proses pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukungnya adalah : 

a. Adanya respon positif untuk menyaksikan proses pemusnahan 

narkotika dari pejabat yang mewakili Kejaksaan Negeri, 

Kementerian Kesehatan dan Badan pengawas obat dan makanan, 
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sehingga proses pemusnahan barang sitaan narkotika bisa berjalan 

lancar sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 

tahun 1997. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah : 

a. Kendala melakukan pemusnahan salah satunya adalah kendala 

biaya.  

b. Pemusnahan dilakukan setelah barang sitaan terkumpul dengan 

jumlah yang banyak. 

c. Belum matangnya Badan Narkotika Nasional provinsi Yogyakarta 

(BNNP Yogyakarta) 

d. Kendala untuk melakukan pemusnahan disebabkan oleh 

pembangunan yang baru dan belum menangani pemusnahan hanya 

sebatas pencegahan dan penanggulangan narkotika saja. 

 

B. Saran 

Kepada para penegak hukum yang menangani kasus narkotika, 

BNNP maupun Polresta Yogyakarta seharusnya lebih maksimal dalam 

menangani kasus narkotika di wilayah Yogyakarta khususnya dalam 

pemusnahan barang sitaan narkotika. 

Agar lebih membenahi diri dalam menangani proses pemusnahan 

barang sitaan narkotika sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan 

oleh Undang-undang Narkotika. 

Untuk menambah anggaran dana agar lebih efektif dalam 
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menangani kasus narkotika khususnya dalam kasus pemusnahan barang 

sitaan narkotika. 
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